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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan  

1. Peran Bhabinkamtibmas Desa Pontolo dalam menyelesaikan perkara 

kenakalan remaja/anak selalu menggunakan strategi:  

(1) Pendekatan persuasif dengan cara melakukan kunjungan atau 

menyambangi masyarakat yang  terlibat perselisihan/perkara. 

(2) Sosialisasi atau imbauan dan konseling sebagai langkah preventif 

dalam mencegah terjadinya suatu konflik di dalam kehidupan 

bermasyarakat.  

Peran tersebut sejalan dengan amanah Pasal 17 Peraturan Kapolri 

RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat huruf (d) dan (e) 

sebagai dasar bahwa Bhabinkamtibmas dapat melakukan tindakan 

kepolisian berupa penertiban, pengamanan, penegakkan hukum terhadap 

orang yang menolak/melawan petugas di lapangan secara proporsional dan 

merupakan pilihan terakhir, serta bertindak menurut penilaiannya sendiri 

dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan 

perundang-undangan, serta kode etik profesi Polri. 

2. Adapun faktor-faktor yang menghambat pihak Bhabinkamtibmas dalam 

menangani kenakalan remaja di Desa Pontolo terdiri atas 2 yaitu: 

(1) Faktor Intrinsik: (a) Kemampuan individu dan jumlah personil 

bhabinkamtibmas yang terbatas, (b) Personil Bhabinkamtibmas 
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memiliki tugas rangkap, dan (c) Sarana dan Prasarana yang kurang 

memadai.  

(2) Faktor Ekstrinsik: (a) Faktor Hukum, dan (b)  Faktor Masyarakt.  

1.2 Saran  

1. Perlu adanya pengaturan lebih lanjut tentang tindakanatau langkah-

langkah yang harus ditempuh oleh Bhabinkamtibmasketika melakukan 

pendindakan secara langsung di lapangan dengan cara merevisi atau 

memperbarui Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian 

Masyarakat. 

2. BhabinkamtibmasDesa Pontolo sebaiknya bertindak tegas dalam 

permasalahan kenakalan remaja, hal ini merupakan salah satu peran 

Bhabinkamtibmasyang harus tetap dilaksanakan dengan penuh 

profesionalitas, namun harus tetap dengan mempertimbangkan strategi 

yang baik untuk menghadapi penolakan dari masyarakat.  

3. Masyarakat Desa Pontolo khususnya untuk para orang tua harus bersifat 

kooperatif dengan Bhabinkamtibmas ketika anaknya terlibat permasalahan 

kenakalan remaja, karena telah mengganggu ketertiban dan keamanan 

masyarakat setempat.  
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